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DAFTAR QUESTIONER

A. 
U m u m


(Dapat dijawab oleh seluruh responden)

1. Bahwa filosofi yang terkandung dalam Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengedepankan prinsip persaingan (kompetisi). Namun apakah dalam praktek masih terdapat praktek monopoli?

Banyak sekali – contoh apakah duopoly Telkom & Indosat telah lenyap? Apakah telah dibuka ijin penyelenggaraan untuk telephoni dasar (suara) untuk bersaing dengan Telkom & Indosat? Dll dkk

2. Apa yang menjadi penyebab dari praktek monopoli tersebut ?

a. Peraturan perundang-undangan yang ada;

b. Sistem lisensi yang diterapkan;

c. Monopoli secara alami.            

Jawab singkat-nya B.

Hmmm anda harus bicara langsung ke POSTEL & melihat konstrain mekanisme kelembagaan yang ada di POSTEL di kaitkan dengan sejarah kebijakan-kebijakan yang lalu-lalu .. terutama masalah Initial Public Offering (IPO) Telkom & Indosat. Jika kita melihat ke UU 36/1999 semua menjadi ideal, tapi konsensus / hukum tidak tertulis yang ada yang menyebabkan terjadinya monopoli karena alasan-alasan historis & komitmen tidak tertulis masa lalu.

3. Pada kegiatan mana dari kegiatan telekomunikasi yang telah terjadi monopoli:

a. jaringan;

b. Jasa;

c. kombinasi jaringan dan jasa;

d. khusus.

Paling terasa dominant di Jaringan. Tapi pada jasa, sebetyulnya di lapangan juga terjadi. Contoh sederhana saja, rekan-rekan saya dari ISP komersial pada saat menawarkan leased line yang harus melalui Telkom (ASTINET dll) biasanya akan di sabot oleh Telkom. Jadi yang terjadi bukan sekedar monopoli tapi kecurangan dalam berusaha.


Contoh di jaringan, anda harus bersedia memberikan uang lelah ke penjaga E1 anda di kantor Telkom kalau tidak kemungkinan sambungan E1 anda akan di permainkan.

4. Apakah ada faktor-faktor yang mendorong praktek monopoli dan oligopoly di bidang telekomunikasi?

a. Kemajuan teknologi dan inovasi;

b. Proteksi yang berlebihan;

c. Menciptakan “barrier to entry”;

d. Keringanan pajak dan subsidi;

e. Konsentrasi melalui merger dan akuisisi (merger untuk penyelematan)

Mungkin lebih ke B.

Kalau boleh terus terang, masalah utama-nya adalah ahlak  & professionalisme si manusianya. Yang kemudian berdampak pada negosiasi-negosiasi kebijakan-kebijakan yang ada. Contoh-nya mengapa operator VoIP tidak di lepas lisensinya? Karena takut Telkom tidak kembali modal? Bisakah operator biasa memperoleh alokasi nomor telepon non 08xxx? Seperti 021 xxxx?
5. Adakah perjanjian-perjanjian diantara operator di bidang telekomunikasi yang menurut pendapat saudara mengarah kepada praktek monopoli?

a. Oligopoli;

b. Penetapan harga bersama;

c. Pembagian wilayah bersama;

d. Bentuk kerjasama pemboikotan;

e. Pembentukan kartel;

f. Trust;

g. Oligopsoni;

h. Integrasi vertical;

i. Perjanjian tertutup;

j. Perjanjian dengan pihak luar negeri.    
Mungkin yang ada bukan perjanjian tertulis, tapi perjanjian tidak tertulis karena takut jaringan-nya di putus oleh operator Incumbant Telkom. Contoh yang real harga leased line data 2Mbps jarak 2km di Indonesia per tahun US$18000 di India US$376 di Eropa US$4800. Mengapa Indonesia demikian mahal? Harga peralatan yang digunakan sama, gaji SDM lebih murah, biaya maintenance lebih murah, tapi harga jual ke pelanggan demikian mahal-nya. Saya sempat diskusi dengan salah satu operator non-Telkom, mereka terus terang takut menurunkan harga karena takut kepada Telkom.

6. Apakah ada perbuatan pelaku usaha yang dilarang dalam bidang telekomunikasi?

a. Monopoli;

b. Monopsoni;

c. Penguasaan pasar;

d. Persekongkolan.

Jelas A & C sangat dominant di Telkom. Contoh-nya terlalu banyak untuk di sebut & regulator tidak berani bertindak tegas.
7. Apakah dari sisi kebijakan dan regulasi  masih mencerminkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?

a. Dalam hal penetapan “network provider”/

b. Dalam penetapan frekuensi;

c. Dalam persyaratan tender.

A – ini yang repot, karena di atas kertas / secara teori bagus-bagus aja. Kenyataan di lapangan masalah soan itu penting.

B – ini masih tertutup kemungkinan untuk UKM & rakyat biasa utk apply frekuensi. Frekuensi hanya untuk operator besar & penguasa besar. Padahal peralatan telekomunikasi radio pada hari ini sudah sedemikian murah & sederhana untuk di operasikan … hal ini menyebabkan digitral divide yang terjadi di Indonesia semakin lebar.

C – secara teori kayanya bersih. Secara praktek di lapangan, sebuah perusahaan pakan ternak ayam bias memperoleh lisensi 3G .. sangat menarik kan?

8. Apakah isu-isu khusus di bidang telekomunikasi yang saat ini menjadi focus keprihatinan?

a. Type of anti competitive conduct;

b. Abuses of dominance;

c. Anti competitive agreements;

d. Anti competitive structural changes;

e. Interface antara kompetisi dengan legisalasi telekomunikasi;

f. Tindakan transisional di mana tidak terdapat aturan kompetisi yang bersifat umum.

Kalau di list terlalu banyak kesalahan yang terjadi & ini biasanya dibicarakan dari mulut kemulut antar pelaku usaha karena serba salah mereka tergantung secara infrastruktur kepada incumbent. Kalau dilaporkan biasa-bisa sambungannya di putus .. bisa tidak makan nanti. Akhirnya lebih baik diem aja & kasi uang bulanan ke oknum-oknum teknisi operator di lapangan supaya menjaga jaringan yang kita sewa supaya beroperasi dengan baik.

9. Apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang memadai dalam proses transisi dari praktek monopoli ke arah kompetisi?

Kurang, terutama competitive safeguard seperti, aturan interkoneksi yang jelas,  outright prohibition, price cap, separate subsidiary requirement, tarriffing requirement, accounting separation, imputation requirement, service quality reporting requirement, resale requirement, unbundling requirement, network interface disclosure requirement, comparably efficient interconnection requirement dll .. semua tidak pernah ada aturan-nya di Indonesia.
10. Sepanjang pengamatan saudara, sejauh mana terdapat inkonsistensi antara UU Telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah dan aturan pelaksanaan lainnya (Mis: Keputusan Menteri) yang dapat mengarah kepada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

Hehe banyak .. contoh KEPMEN VoIP mengapa operator VoIP dibatasi?

11. Apakah dari sisi kelembagaan  ( KPPU, BRTI, Ditjen Postel, Asosiasi) dianggap memadai dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang telekomunikasi, baik dari aspek kewenangan maupun fungsi check and balancesnya?

Tidak, karena Telkom terlalu besar, terlalu dominant & terlalu membuat semua orang takut karena semua tergantung kepada Telkom.

12. Apakah pengaruh perkembangan pengaturan internasional mengenai kompetisi terhadap regulasi nasional yang efektif dalam menghadapi praktek monopoli  dan persaingan tidak sehat di bidang telekomunikasi?

a. Masalah “entry barrier” dan percepatan proses transisi dari monopoli   ke kompetisi;

b. Masalah penyeimbangan kembali tariff (rates) untuk mencapai efisiensi pasar, jaringan yang lebih baik dan “universal service”;

c. Kebijakan interkoneksi yang tepat;

d. Menciptakan proses regulasi yang kredibel;
e. Mengembangkan otoritas regulasi yang efektif.

Hmm pengalaman saya ada pengaruhnya, tapi semua merupakan bagian dari perjuangan panjang & berdarah-darah dari pelaku di lapangan. Contoh yang real adalah pembebasan frekuensi 2.4GHz KEPMEN 2/2005 yang merupakan produk dari perjuangn berdarah-darah selama 12+ tahun yang mengorbankan banyak peralatan, uang & kasus sweeping dll.

13. Sejauh mana lembaga-lembaga internasional seperti ITU dan WTO dapat mendorong kompetisi, liberalisasi, dan privatisasi sector telekomunikasi?

Tidak banyak, di Indonesia semua lebih banyak di blokir.

14. Adakah pendekatan serta dasar  universal (common approach and common ground) dalam perumusan kebijakan yang dapat menghapus monopoli?
Tidak semudah itu. Logika yang berlaku adalah Kebijakan hanya dapat di pengaruhi oleh Uang, atau kekuasaan, atau massa.  Kalau anda tidak kuat di salah satu dari tiga pilar tersebut jangan berharap dapat menembus kebijakan yang ada walaupun mempunyai sifat universal yang baik.

15. Apakah kemungkinan implikasi dihapuskannya monopoli dalam kegiatan telekomunikasi, terhadap kepentingan:

a. kepentingan nasional;

b. kepentingan kedaulatan Negara;

c. kepentingan investasi dan dunia usaha;

d. kepentingan BUMN;

e. kepentingan masyarakat luas.

Selama semua dilakukan secara adil, level playing field, transparan tidak ada yang di sembunyikan. Insya Allah, semua akan berjalan baik untuk semua kepentingan di atas.

16. Isu dan kecenderungan di bidang regulasi yang mana yang relevan dengan aspek hukum monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang telekomunikasi?

a. privatisasi dan liberalisasi;

b. implikasi “WTO agreement”;

c. titik berat teknologi dan focus jasa;

d. lisensi (perijinan);

e. pertumbuhan jasa nir-kabel (alokasi frekuensi, koordinasi RR, mekanisme untuk mendorong kepercayaan investor);

f. sumberdaya terbatas lainnya seperti penomoran dan infrastructure sharing;

g. interkoneksi;

h. pembebanan berbasis biaya (cost-based charges) dan larangan terhadap subsidi silang;

Mungkin lebih ke G & H.

17. Apa sajakah permasalahan-permasalahan di bidang telekomunikasi yang secara potential mempunyai implikasi terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

a. frekuensi;

b. interkoneksi;

c. USO;

d. Pembagian jaringan;

e. Industri penunjang;

f. Peningkatan usaha untuk manufaktur;

g. Pendidikan dan pengembangan;

h. Alih teknologi;

i. Pelatihan;

j. 3 G;

k. penyelesaian sengketa;

l. tariff;

m. daya saing perusahaan lokal.

Jelas E, F, G & H akan fatal.

B.
Khusus :

(Pertanyaan ini hanya dijawab oleh pakar, pengamat, KPPU, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

1. Apa manfaat dari pelaksanaan sistem kompetisi dalam kegiatan telekomunikasi?

Selama hal ini dilakukan secara fair, transparan & adil – harusnya rakyat akan memperoleh yang terbaik. Akan lebih baik sebuah system kompetisi yang di barengi dengan reward bagi mereka yang beramal untuk daerah tertinggal / pedesaan & pendidikan.
2. Apakah penerapan sistem kompetisi tersebut dapat langsung menyentuh kepada para konsumen?

Di kota tidak ada masalah. Yang menjadi masalah paling besar adalah di daerah, di desa yag densitasnya rendah atau di dunia pendidikan yang biasanya menjadi “cost center”. Mekanisme USO harus dibuat supaya ada reward di berikan bagi mereka yang melakukan usaha di daerah rural / desa & pendidikan.

3. Perlukah pengaturan-pengaturan yang mengatur berbagai penyelenggaraan telekomunikasi direvisi?

Perlu sekali, terutama dengan banyaknya teknologi baru berbasis Internet yang membuat filosofi UU 36/1999 tidak relevan lagi. Pertanyaannya … apakah ada kata-kata Internet atau jaringan computer di UU 36/1999??

4. Bagian peraturan mana yang kiranya perlu direvisi?

UU 36/1999 secara filosofis sudah salah. Ada beberapa KEPMEN lagi yang kurang kondusif untuk dunia industri.


Juga kurangnya kebijakan & peraturan yang memberikan insentif untuk dunia pendidikan. Bahkan praktis tidak ada UU, PP,  KEPMEN di telekomunikasi yang menyentuh pendidikan.

5. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada saat ini bertentangan dengan peraturan yang ada?

Bila ada berikan contohnya :   
Contoh: Fundamental Technical Plan (FTP) tidak pernah secara transparan dibuka kepada umum & tidak mungkin bagi umum untuk memperoleh alokasi nomor telepon. Hanya operator yang dapat memperoleh nomor telepon. Padahal teknologi VoIP memungkinkan umum untuk membuat sendiri infrastrukturnya di tingkat paling rendah tapi tidak dapat di akomodasi sama sekali di peraturan & perundangan yang ada. Hal ini bertentangan di hak asasi manusia untuk memperoleh informasi yang ada di TAP MPR XVII/MPR/1998.
